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This study examines the juridical status and evidentiary strength of electronic documents as written
evidence in breach of contract disputes within the Indonesian legal system through a normative
legal research approach. The analysis employs statute and conceptual approaches to assess the
coherence between conventional civil procedural law and contemporary electronic transaction
regulations, particularly focusing on the Indonesian Civil Code, HIR/RBg, and the Law on
Electronic Information and Transactions along with its implementing regulations. The findings
indicate that electronic documents have obtained formal legal recognition as valid evidence;
however, their evidentiary weight remains contingent upon authentication, integrity, and reliability
standards embedded in electronic systems. The study further identifies normative inconsistencies
and interpretative disparities in judicial practice, which create legal uncertainty in evaluating
electronic evidence. By applying systematic and teleological interpretation, this research proposes
a harmonized legal framework grounded in the principle of functional equivalence to bridge the
gap between traditional and digital evidentiary regimes. The study contributes to the development
of modern evidentiary law by offering a prescriptive model that integrates legal norms and
technological validation mechanisms to ensure legal certainty, fairness, and procedural efficiency.

Keywords: Electronic Evidence, Breach Of Contract, Civil Procedure, Functional Equivalence,
Legal Harmonization.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai bukti
tertulis dalam sengketa pelanggaran kontrak dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan
penelitian hukum normatif. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual untuk
menilai keselarasan antara hukum acara perdata konvensional dan peraturan transaksi elektronik
kontemporer, dengan fokus khusus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,
HIR/RBg, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan
pelaksanaannya. Temuan menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan
hukum formal sebagai bukti yang sah; namun, bobot pembuktiannya tetap bergantung pada standar
otentikasi, integritas, dan keandalan yang tertanam dalam sistem elektronik. Penelitian ini lebih
lanjut mengidentifikasi ketidakkonsistenan normatif dan perbedaan interpretatif dalam praktik
peradilan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam mengevaluasi bukti elektronik. Dengan
menerapkan interpretasi sistematis dan teleologis, penelitian ini mengusulkan kerangka hukum
yang terpadu yang didasarkan pada prinsip kesetaraan fungsional untuk menjembatani kesenjangan
antara sistem pembuktian tradisional dan digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan
hukum bukti modern dengan menawarkan model preskriptif yang mengintegrasikan norma-norma
hukum dan mekanisme validasi teknologi guna memastikan kepastian hukum, keadilan, dan
efisiensi prosedural.

Kata kunci: Bukti Elektronik, Pelanggaran Kontrak, Prosedur Perdata, Kesetaraan Fungsional,
Harmonisasi Hukum.

©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0
International License.
BY NC

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam bidang hukum dan teknologi informasi menunjukkan pergeseran
paradigmatik yang signifikan dari sistem pembuktian berbasis dokumen fisik menuju pengakuan luas
atas data elektronik sebagai instrumen yuridis yang sah, seiring dengan intensifikasi transaksi digital
lintas yurisdiksi dan penetrasi platform ekonomi berbasis internet yang mengubah karakter hubungan
kontraktual modern. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini berinteraksi dengan kerangka hukum
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klasik yang berakar pada Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
Indonesia. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan Indonesia. Rechtsreglement voor de
Buitengewesten (RBg), yang secara historis menempatkan alat bukti tulisan sebagai instrumen utama
dalam pembuktian perkara perdata, termasuk wanprestasi. Sementara itu, rezim hukum kontemporer
melalui Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
memperkenalkan konsep perluasan alat bukti melalui pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik, yang kemudian diperkuat secara prosedural melalui /ndonesia. 2019. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 serta dukungan normatif dari Indonesia. 1997. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sehingga membentuk lanskap normatif
yang kompleks dan multi-layered dalam praktik pembuktian perdata.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan afirmatif terhadap penerimaan
dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun dengan derajat kekuatan pembuktian yang tidak
selalu konsisten dalam praktik peradilan. Analisis empiris terhadap sengketa wanprestasi dalam
transaksi digital mengindikasikan bahwa komunikasi elektronik seperti pesan instan dan email sering
dijadikan dasar pembuktian hubungan kontraktual, meskipun masih diposisikan sebagai bukti
permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain (Adjani et al., 2025). Penelitian lain menegaskan
bahwa penguatan legitimasi dokumen elektronik berkorelasi dengan perlindungan hukum bagi pelaku
usaha dalam transaksi elektronik, khususnya dalam konteks wanprestasi konsumen (Alamsyah &
Suhariyanto, 2026). Sementara itu, studi mengenai praktik pembuktian dalam kasus konkret
menunjukkan bahwa peranan alat bukti elektronik semakin dominan, tetapi penilaiannya tetap
bergantung pada interpretasi hakim terhadap keaslian dan integritas data (Anggraini et al., 2025). Pada
saat yang sama, analisis terhadap perjanjian elektronik menekankan bahwa kekuatan mengikat kontrak
digital telah diakui secara normatif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjamin kepastian
hukum akibat variasi praktik implementasi (Arvisya & Putra, 2025).

Meskipun demikian, literatur yang ada memperlihatkan sejumlah keterbatasan mendasar yang
belum terselesaikan secara konseptual maupun empiris, terutama terkait disharmoni antara hukum acara
perdata konvensional dan rezim hukum digital. Ketentuan dalam HIR dan RBg yang bersifat limitatif
terhadap jenis alat bukti belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan prinsip-prinsip dalam
UU ITE yang mengadopsi pendekatan fungsional terhadap dokumen elektronik, sehingga menimbulkan
ambiguitas dalam menentukan apakah dokumen elektronik dapat dipersamakan sepenuhnya dengan alat
bukti tulisan dalam arti tradisional. Inkonsistensi juga tampak dalam praktik yudisial, di mana beberapa
putusan menerima dokumen elektronik sebagai bukti utama, sementara yang lain masih mensyaratkan
verifikasi tambahan yang bersifat teknis, seperti digital forensik, tanpa adanya standar baku yang
seragam (Adjani et al., 2025; Anggraini et al., 2025). Keterbatasan ini menunjukkan adanya gap antara
pengakuan normatif dan implementasi praktis yang belum terjembatani secara memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi ilmiah dan praktis yang tinggi untuk mengkaji secara
lebih mendalam kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam perkara
wanprestasi, terutama dalam konteks meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi
digital. Ketidakpastian dalam penilaian alat bukti elektronik berpotensi melemahkan prinsip kepastian
hukum dan keadilan substantif, khususnya bagi para pihak yang seluruh hubungan hukumnya
terdokumentasi secara digital. Lebih jauh, tanpa adanya kerangka evaluatif yang jelas terhadap validitas
dan reliabilitas dokumen elektronik, sistem peradilan berisiko mengalami fragmentasi dalam penerapan
hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi
elektronik (Alamsyah & Suhariyanto, 2026; Arvisya & Putra, 2025). Dalam konteks ini, kebutuhan
akan harmonisasi normatif dan standardisasi metodologis dalam pembuktian elektronik menjadi
semakin mendesak.

Penelitian ini menempatkan dirinya dalam persimpangan antara kajian hukum acara perdata dan
hukum siber dengan menawarkan pendekatan integratif yang tidak hanya menganalisis norma positif,
tetapi juga mengkaji praktik yudisial dan implikasi teknis dari penggunaan dokumen elektronik sebagai
alat bukti. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau sektoral, penelitian
ini berupaya membangun sintesis konseptual mengenai kesetaraan fungsional dokumen elektronik
dengan alat bukti tulisan dalam kerangka hukum Indonesia, sekaligus mengevaluasi sejauh mana
prinsip tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam perkara wanprestasi. Dengan demikian,
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penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus akademik yang lebih komprehensif
mengenai pembuktian elektronik dalam sistem hukum perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis kedudukan yuridis dokumen
elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi serta mengevaluasi kekuatan
pembuktiannya dalam praktik peradilan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor normatif dan teknis
yang memengaruhi validitasnya. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi
konseptual mengenai integrasi hukum acara perdata dengan hukum teknologi informasi, sementara
kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui pendekatan analitis yang mengombinasikan telaah
normatif dan interpretasi praktik yudisial guna menghasilkan kerangka evaluasi yang lebih preskriptif
dan aplikatif dalam pembuktian dokumen elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang berkarakter yuridis normatif
dengan mengandalkan pendekatan statute approach dan conceptual approach sebagai instrumen utama
dalam membangun konstruksi analisis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk
menelaah secara sistematis berbagai norma hukum positif yang relevan, khususnya yang mengatur
pembuktian dalam hukum acara perdata dan pengakuan dokumen elektronik, termasuk ketentuan dalam
HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta rezim hukum teknologi informasi melalui
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan regulasi
pelaksanaannya. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum yang
berkembang dalam literatur akademik terkait konsep alat bukti tulisan, prinsip kesetaraan fungsional
(functional equivalence), serta validitas dan autentikasi dokumen elektronik dalam perspektif hukum
pembuktian modern. Sumber data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder
(jurnal ilmiah, buku teks, dan karya akademik), serta bahan hukum tersier yang relevan guna
memperkaya pemahaman konseptual.

Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun melalui metode interpretasi hukum yang bersifat
sistematis, teleologis, dan konseptual untuk menilai koherensi serta konsistensi antara norma hukum
acara perdata konvensional dan regulasi hukum digital kontemporer dalam konteks pembuktian
wanprestasi. Analisis dilakukan dengan teknik penalaran deduktif yang mengkonstruksikan hubungan
antara norma umum dan penerapannya dalam kasus konkret, sekaligus mengidentifikasi disharmoni
normatif yang muncul akibat perbedaan paradigma antara sistem pembuktian tradisional dan elektronik.
Evaluasi kritis juga diarahkan pada praktik yudisial melalui studi terhadap putusan pengadilan guna
menguji sejauh mana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh hakim.
Untuk menjamin validitas analisis, digunakan teknik triangulasi sumber hukum dengan
membandingkan berbagai peraturan, doktrin, dan yurisprudensi, sehingga menghasilkan sintesis
argumentatif yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga preskriptif dalam merumuskan model harmonisasi
hukum pembuktian elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Yuridis Dokumen Elektronik sebagai Perluasan Alat Bukti Tulisan dalam Sistem
Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan yuridis dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia harus dianalisis melalui
konstruksi normatif yang mengintegrasikan hukum acara perdata klasik dengan rezim hukum teknologi
informasi yang lebih progresif. Ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata secara limitatif
mengatur alat bukti, namun tidak secara eksplisit mengakomodasi bentuk elektronik, sehingga
menimbulkan problematika interpretatif dalam konteks modern. Pengakuan eksplisit terhadap dokumen
elektronik sebagai alat bukti sah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memperluas rezim pembuktian melalui pendekatan
fungsional. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa norma tersebut tidak menghapus ketentuan
dalam HIR/RBg, melainkan melengkapinya melalui mekanisme perluasan normatif. Literatur
menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan
teknologi tanpa merombak struktur dasar hukum acara (Viana, 2025; Handoyo et al., 2026).

Secara konseptual, pengakuan dokumen elektronik berakar pada prinsip functional equivalence
yang menyetarakan fungsi hukum antara dokumen fisik dan digital sepanjang memenuhi syarat tertentu.
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Syarat tersebut mencakup kemampuan untuk diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Penafsiran teleologis terhadap
norma ini menunjukkan bahwa tujuan legislator adalah menciptakan kepastian hukum dalam transaksi
elektronik yang semakin dominan dalam praktik ekonomi modern. Doktrin hukum modern juga
menekankan bahwa validitas alat bukti tidak lagi ditentukan oleh bentuk fisik, melainkan oleh
keandalan sistem yang menghasilkan informasi tersebut (Azzahra et al., 2025). Dalam konteks ini,
hukum pembuktian mengalami transformasi dari pendekatan formalistik menuju pendekatan
substansial berbasis integritas data.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kedudukan dokumen elektronik tidak berdiri sendiri,
melainkan bergantung pada kerangka regulasi yang mengatur sistem elektronik sebagai sumber data.
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menegaskan kewajiban penyelenggara sistem
elektronik untuk menjamin keamanan dan keandalan sistemnya. Ketentuan ini menjadi dasar normatif
dalam menilai validitas dokumen elektronik sebagai alat bukti. Dalam praktik yudisial, hakim sering
menggunakan parameter ini untuk menentukan apakah suatu bukti elektronik dapat diterima atau tidak.
Kajian empiris yurisprudensi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar sistem elektronik
dapat menurunkan nilai pembuktian secara signifikan (Anggraini et al., 2025).

Kedudukan dokumen elektronik juga harus dilihat dalam kaitannya dengan asas kebebasan
pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata Indonesia. Meskipun HIR dan RBg memberikan
batasan terhadap jenis alat bukti, hakim tetap memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian
berdasarkan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Penafsiran sistematis terhadap norma ini memungkinkan dokumen elektronik
untuk diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi standar minimum keandalan. Hal ini
memperkuat posisi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam praktik peradilan. Literatur
menunjukkan bahwa fleksibilitas ini menjadi kunci dalam mengakomodasi perkembangan teknologi
tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Delzanty et al., 2025).

Namun demikian, terdapat ketegangan normatif antara pendekatan limitatif dalam HIR/RBg dan
pendekatan ekspansif dalam UU ITE. Ketegangan ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam
penerapan hukum di tingkat peradilan. Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 164 HIR cenderung
menolak alat bukti di luar yang disebutkan secara eksplisit, sementara penafsiran sistematis membuka
ruang bagi perluasan melalui UU ITE. Kondisi ini menciptakan dualisme interpretasi yang dapat
berdampak pada kepastian hukum. Studi menunjukkan bahwa inkonsistensi ini sering muncul dalam
perkara wanprestasi berbasis transaksi elektronik (Adjani et al., 2025).

Untuk memahami hubungan normatif tersebut, diperlukan pemetaan komparatif antara instrumen
pembuktian konvensional dan elektronik. Pemetaan ini membantu mengidentifikasi kesesuaian dan
perbedaan karakteristik kedua jenis alat bukti. Analisis normatif menunjukkan bahwa perbedaan utama
terletak pada mekanisme autentikasi dan penyimpanan data. Dalam konteks ini, dokumen elektronik
memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, namun juga memiliki risiko manipulasi yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan standar tambahan untuk menjamin keabsahannya.

Tabel 1. Perbandingan Normatif Alat Bukti Konvensional dan Elektronik dalam Hukum

Indonesia
Aspek Bukti Konvensional Bukti Elektronik
Dasar Hukum HIR Pasal 164, KUHPerdata UU ITE Pasal 5 dan 6
Pasal 1866
Bentuk Fisik (kertas) Digital (data elektronik)
Autentikasi Tanda tangan basah Tanda tangan elektronik
Penyimpanan Arsip fisik Sistem elektronik
Validitas Berdasarkan bentuk Berdasarkan integritas sistem

Sumber: Diolah dari UU ITE, HIR, dan literatur (Handoyo et al., 2026, Azzahra et al., 2025).

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pembuktian tidak
hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual. Perubahan ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap
asas-asas hukum pembuktian yang selama ini berorientasi pada dokumen fisik. Dalam konteks ini,
prinsip keandalan sistem menjadi parameter utama dalam menilai validitas bukti elektronik. Hal ini
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sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang mengadopsi pendekatan serupa. Literatur
menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan perkembangan global menjadi faktor
penting dalam meningkatkan kepastian hukum (Sugianingsih & Yoga, 2025).

Kedudukan dokumen elektronik juga berkaitan erat dengan validitas perjanjian elektronik
sebagai sumber perikatan. Pasal 18 UU ITE mengakui kontrak elektronik sebagai sah dan mengikat
sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa
dokumen elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai dasar lahirnya
hubungan hukum. Hal ini memperkuat posisi dokumen elektronik dalam perkara wanprestasi. Studi
menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak
konvensional (Arvisya & Putra, 2025).

Dalam praktiknya, penerimaan dokumen elektronik juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan
institusional, termasuk kapasitas aparat peradilan dalam memahami teknologi. Keterbatasan ini dapat
mempengaruhi penilaian terhadap bukti elektronik di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan kapasitas dan standar prosedural yang jelas. Literatur menunjukkan bahwa integrasi
teknologi dalam sistem peradilan masih menghadapi berbagai tantangan (Mardiyati, 2026). Kondisi ini
menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan institusional.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa kedudukan yuridis dokumen elektronik sebagai alat
bukti tulisan telah memperoleh legitimasi yang kuat secara normatif, namun masih menghadapi
tantangan dalam implementasi. Harmonisasi antara HIR/RBg dan UU ITE menjadi kunci dalam
menciptakan sistem pembuktian yang koheren. Pendekatan interpretatif yang digunakan harus mampu
menjembatani perbedaan paradigma antara hukum klasik dan modern. Dalam konteks ini, peran hakim
menjadi sangat penting dalam mengembangkan hukum melalui putusan. Dengan demikian, dokumen
elektronik dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bukti dalam perkara wanprestasi di era digital.

Konstruksi Normatif Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Wanprestasi

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam perkara wanprestasi harus dianalisis melalui
kerangka normatif yang menempatkan vis probandi sebagai elemen sentral dalam hukum pembuktian
perdata. Dalam perspektif Pasal 1865 KUHPerdata, setiap pihak yang mendalilkan hak wajib
membuktikan dalilnya, sehingga kualitas alat bukti menjadi determinan utama dalam pembentukan
keyakinan hakim. Ketentuan ini berinteraksi dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memberikan legitimasi
terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sekaligus mensyaratkan pemenuhan kriteria
tertentu. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian tidak melekat secara
otomatis, melainkan bergantung pada kualitas autentikasi dan reliabilitas sistem elektronik yang
menghasilkan dokumen tersebut. Literatur mengindikasikan bahwa pengakuan normatif tersebut
membuka ruang diferensiasi kekuatan pembuktian antara dokumen elektronik yang terverifikasi dan
yang tidak (Azzahra et al., 2025, Viana, 2025).

Konsepsi kekuatan pembuktian dalam dokumen elektronik perlu dipahami dalam kerangka
gradasi yang dikenal dalam doktrin hukum pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian sempurna, bebas,
dan permulaan. Dokumen elektronik yang memenuhi standar tanda tangan elektronik tersertifikasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dapat memperoleh status
pembuktian yang mendekati akta otentik. Sebaliknya, dokumen yang tidak memiliki jaminan
autentikasi hanya memiliki nilai pembuktian bebas yang bergantung pada penilaian hakim. Penafsiran
teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki
adanya diferensiasi berbasis kualitas teknologi. Kajian menunjukkan bahwa diferensiasi ini penting
untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum (Candra et al., 2023, Dahlia &
Susetio, 2023).

Dalam praktik normatif, kekuatan pembuktian juga dipengaruhi oleh relasi antara dokumen
elektronik dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg tetap
mengakui pluralitas alat bukti yang harus dinilai secara kumulatif oleh hakim. Oleh karena itu, dokumen
elektronik seringkali berfungsi sebagai bagian dari konstruksi pembuktian yang lebih luas. Penafsiran
sistematis menunjukkan bahwa hakim tidak menilai bukti secara terpisah, melainkan dalam hubungan
logis antar alat bukti. Hal ini sejalan dengan doktrin pembuktian bebas yang memberikan ruang diskresi
kepada hakim (Delzanty et al., 2025).
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Aspek autentikasi menjadi variabel kunci dalam menentukan kekuatan pembuktian dokumen
elektronik dalam perkara wanprestasi. Pasal 11 UU ITE mengatur bahwa tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk identitas penanda
tangan dan integritas data. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
yang mengatur standar teknis penyelenggaraan sistem elektronik. Penafsiran gramatikal menunjukkan
bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi. Literatur menegaskan bahwa kegagalan
memenuhi salah satu unsur tersebut dapat mengurangi nilai pembuktian secara signifikan (Ningsih et
al., 2026).

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik juga harus dianalisis dalam konteks hubungan
kontraktual yang melandasinya. Dalam perkara wanprestasi, dokumen elektronik sering digunakan
untuk membuktikan adanya perjanjian, pelaksanaan kewajiban, dan terjadinya pelanggaran. Pasal 1320
KUHPerdata tetap menjadi dasar dalam menilai sahnya perjanjian, termasuk yang dibuat secara
elektronik. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa keabsahan kontrak berimplikasi langsung pada
kekuatan pembuktiannya. Studi menunjukkan bahwa kontrak elektronik yang valid memiliki daya
pembuktian yang kuat dalam sengketa wanprestasi (Fariha, 2025; Wijaya et al., 2025).

Untuk memperjelas gradasi kekuatan pembuktian tersebut, diperlukan pemetaan normatif yang
mengkategorikan jenis dokumen elektronik berdasarkan tingkat validitasnya. Pemetaan ini memberikan
kerangka analitis dalam menilai bukti secara lebih objektif. Selain itu, pemetaan tersebut juga
membantu dalam mengidentifikasi standar minimum yang harus dipenuhi agar dokumen elektronik
dapat diterima sebagai alat bukti. Hal ini penting dalam konteks peradilan yang menuntut kepastian
hukum. Literatur menunjukkan bahwa klasifikasi semacam ini meningkatkan konsistensi putusan
(Handoyo et al., 2026).

Tabel 2. Klasifikasi Normatif Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik

. . . Kekuatan
Kategori Karakteristik Dasar Hukum Pembuktian
. . Identitas terverifikasi, UU ITE Pasal 11, PP
TTE Tersertifikasi integritas terjamin 71/2019 Sempurna
TTE Tidak Identitas tidak
Tersertifikasi diverifikasi penuh UU ITE Pasal 5 Bebas
Dokumen Tanpa TTE Screensilzll(;; email HIR Pasal 164 Permulaan

Sumber: Diolah dari PP 71/2019 dan literatur (Candra et al., 2023, Handoyo et al., 2026).

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian bersifat berlapis dan
tidak homogen, sehingga menuntut kehati-hatian dalam penilaian yuridis. Perbedaan karakteristik
setiap kategori mencerminkan tingkat risiko manipulasi dan keandalan bukti. Penafsiran teleologis
mengarah pada kebutuhan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap jenis dokumen. Hal
ini juga mencerminkan adaptasi hukum terhadap kompleksitas teknologi informasi. Studi menunjukkan
bahwa pendekatan ini meningkatkan akurasi dalam proses pembuktian (Azzahra et al., 2025).

Kekuatan pembuktian juga dipengaruhi oleh keberadaan bukti pendukung yang memperkuat
dokumen elektronik tersebut. Dalam praktik peradilan, hakim sering mengkombinasikan dokumen
elektronik dengan saksi, pengakuan, atau persangkaan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian
kumulatif dalam hukum acara perdata. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 1866 KUHPerdata
menunjukkan bahwa tidak ada hierarki absolut dalam alat bukti. Literatur menunjukkan bahwa
kombinasi bukti meningkatkan validitas putusan (Darmayanti et al., 2023).

Dalam konteks wanprestasi, kekuatan pembuktian dokumen elektronik juga berkaitan dengan
pembuktian kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dokumen seperti invoice elektronik dan
catatan transaksi digital menjadi instrumen penting dalam menghitung kerugian. Hal ini relevan dengan
Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur ganti rugi akibat wanprestasi. Penafsiran teleologis
menunjukkan bahwa bukti elektronik mempercepat proses pembuktian kerugian. Studi menunjukkan
bahwa penggunaan invoice digital memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif (Fernanda &
Nugroho, 2023).
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Analisis normatif secara keseluruhan menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dokumen
elektronik tidak dapat dipisahkan dari kualitas teknologi yang mendasarinya dan konteks hukum yang
mengaturnya. Interaksi antara norma dalam KUHPerdata, HIR/RBg, dan UU ITE membentuk struktur
pembuktian yang kompleks namun adaptif. Pendekatan interpretatif yang digunakan harus mampu
mengakomodasi dinamika tersebut secara konsisten. Dalam kerangka ini, hakim memiliki peran
strategis dalam menilai dan mengembangkan hukum pembuktian. Dengan konstruksi yang tepat,
dokumen elektronik dapat berfungsi secara optimal dalam membuktikan wanprestasi di era digital.

Model Harmonisasi Normatif Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Wanprestasi di
Indonesia

Analisis dalam sub-bahasan ini diarahkan pada konstruksi model harmonisasi normatif antara
sistem pembuktian konvensional dan pembuktian elektronik dalam perkara wanprestasi dengan
menitikberatkan pada aspek integrasi asas, norma, dan praktik yudisial yang belum sepenuhnya sinkron.
Pendekatan statute approach menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866
KUHPerdata yang mengatur alat bukti klasik belum secara eksplisit mengakomodasi dokumen
elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam kerangka pembuktian perdata. Sementara itu, Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang interpretatif yang luas bagi
hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam perkara wanprestasi. Dalam
konteks ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menilai bagaimana asas functional equivalence
dapat dijadikan dasar harmonisasi normatif antara dua rezim hukum tersebut (Azzahra et al., 2025).

Ketegangan normatif antara hukum acara perdata konvensional dan hukum teknologi informasi
juga terlihat dari perbedaan paradigma dalam memahami konsep “tertulis” sebagai alat bukti. Dalam
perspektif klasik, alat bukti tulisan diasosiasikan dengan bentuk fisik dan tanda tangan basah,
sebagaimana tercermin dalam doktrin pembuktian tradisional (Rajagukguk & Debora, 2025). Namun,
perkembangan hukum digital menggeser makna tersebut menjadi berbasis fungsi, bukan bentuk,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE yang mengakui kesetaraan fungsi
dokumen elektronik dengan dokumen tertulis. Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa tujuan
pembuktian adalah memastikan kebenaran materiil, sehingga bentuk media tidak seharusnya menjadi
hambatan selama substansi dapat diverifikasi. Oleh karena itu, harmonisasi normatif harus berangkat
dari reinterpretasi konsep alat bukti tulisan dalam kerangka hukum pembuktian modern (Handoyo et
al., 2026).

Dalam praktik yudisial, hakim sering menghadapi dilema dalam menilai kekuatan pembuktian
dokumen elektronik akibat belum adanya pedoman interpretatif yang seragam. Putusan-putusan
pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik,
khususnya dalam perkara wanprestasi berbasis transaksi digital (Adjani et al., 2025). Hal ini
mencerminkan belum terbangunnya konsistensi yurisprudensi sebagai sumber hukum sekunder yang
dapat memperkuat kepastian hukum. Dalam konteks ini, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui interpretasi progresif.
Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan konsolidasi
praktik yudisial sebagai bagian dari konstruksi hukum yang dinamis (Viana, 2025).

Aspek penting lainnya dalam harmonisasi adalah integrasi regulasi pelaksana seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Regulasi ini
memberikan kerangka teknis mengenai keandalan sistem elektronik, termasuk aspek keamanan,
integritas, dan autentikasi data. Dalam konteks pembuktian, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai
validitas dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pendekatan sistematis menunjukkan bahwa norma
dalam PP tersebut harus dibaca secara terintegrasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan
hukum acara perdata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembuktian elektronik tidak hanya sah
secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara substansial (Candra et al., 2023).

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memperkenalkan mekanisme
persidangan elektronik yang secara implisit mengakui penggunaan dokumen elektronik dalam proses
pembuktian. Regulasi ini memperluas ruang penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan,
termasuk dalam perkara wanprestasi. Namun, belum terdapat pengaturan rinci mengenai standar
pembuktian dokumen elektronik dalam konteks tersebut. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan
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harmonisasi antara hukum acara dan regulasi teknis peradilan. Pendekatan konseptual menekankan
pentingnya standardisasi prosedur pembuktian elektronik untuk menjamin konsistensi dan keadilan
(Anggraini et al., 2025).

Dalam konteks doktrin hukum, konsep keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik
juga dipengaruhi oleh teori keandalan (reliability theory) dan teori autentikasi (authentication theory).
Kedua teori ini menekankan bahwa suatu dokumen elektronik harus dapat dibuktikan keasliannya dan
tidak mengalami perubahan sejak dibuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang
ITE yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keandalan sistem.
Dengan demikian, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tidak hanya ditentukan oleh pengakuan
normatif, tetapi juga oleh kualitas teknis sistem yang digunakan. Hal ini memperkuat argumen bahwa
harmonisasi harus mencakup aspek hukum dan teknologi secara simultan (Dahlia & Susetio, 2023).

Tabel 3. Model Harmonisasi Normatif Pembuktian Elektronik dalam Perkara Wanprestasi

Aspek Hukugn Hukum Elektronik Model Harmonisasi
Konvensional

Pasal 164 HIR, Pasal

Integrasi melalui

Dasar Hukum 1866 KUHPerdata Pasal 5 dan 6 UU ITE reinterpretasi “tertulis”
Kesetaraan fungsi
Bentuk Bukti Fisik Digital (functional
equivalence)
Validitas Tanda tangan basah Tanda tangan Verlﬁkas.l gutentlkam
elektronik digital
Elektronik (PERMA Standarisasi prosedur
Prosedur Manual 1/2019) pembuktian
Keandalan Asumsi formal Sistem elektronik Evaluasi teknis sistem

Sumber: Diolah dari Azzahra et al. (2025), Handoyo et al. (2026), Viana (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi normatif tidak hanya memerlukan integrasi
norma, tetapi juga transformasi paradigma dalam memahami alat bukti tulisan. Perbandingan antara
hukum konvensional dan hukum elektronik memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan
formalistik menuju pendekatan fungsional. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para
sarjana hukum mengenai pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi (Arvisya &
Putra, 2025). Dengan demikian, model harmonisasi harus mampu menjembatani perbedaan tersebut
melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan prinsip
keadilan dan kepastian hukum secara seimbang (Alamsyah & Suhariyanto, 2026).

Dalam konteks perjanjian elektronik, harmonisasi juga berkaitan dengan kekuatan mengikat
kontrak digital sebagai dasar gugatan wanprestasi. Pasal 1320 KUHPerdata tetap menjadi rujukan
utama dalam menentukan sahnya perjanjian, termasuk dalam bentuk elektronik. Namun,
implementasinya dalam konteks digital memerlukan interpretasi yang lebih fleksibel, terutama terkait
unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak. Studi menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki
kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sah perjanjian
(Fariha, 2025). Oleh karena itu, harmonisasi harus mencakup aspek substansi kontrak sebagai dasar
pembuktian wanprestasi (Sugianingsih & Yoga, 2025).

Dalam praktik transaksi digital, dokumen seperti invoice elektronik, email, dan rekaman
transaksi memiliki peran penting sebagai alat bukti. Pengakuan terhadap dokumen-dokumen ini sebagai
alat bukti tulisan memperluas cakupan pembuktian dalam perkara wanprestasi. Hal ini sejalan dengan
temuan bahwa invoice elektronik dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam
menghadapi wanprestasi konsumen (Fernanda & Nugroho, 2023). Namun, validitasnya tetap
bergantung pada kemampuan untuk membuktikan keaslian dan integritas data. Oleh karena itu,
harmonisasi harus mencakup standar pembuktian yang jelas untuk berbagai jenis dokumen elektronik
(Darmayanti et al., 2023).

Akhirnya, harmonisasi normatif juga harus mempertimbangkan perkembangan praktik e-
commerce dan platform digital yang semakin kompleks. Sengketa wanprestasi dalam konteks ini sering
melibatkan bukti elektronik yang beragam, termasuk fitur pengaduan dan sistem log transaksi.
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Penelitian menunjukkan bahwa fitur digital dalam platform e-commerce dapat diakui sebagai alat bukti
sepanjang memenuhi kriteria keandalan dan autentikasi (Mardiyati, 2026). Hal ini menegaskan bahwa
hukum pembuktian harus terus beradaptasi dengan dinamika teknologi. Dengan demikian, harmonisasi
normatif bukan hanya kebutuhan, tetapi juga keniscayaan dalam menjaga relevansi hukum dalam era
digital (Wijaya et al., 2025).

KESIMPULAN

Dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis sebagai
alat bukti tulisan melalui pengakuan normatif dalam rezim hukum teknologi informasi, namun kekuatan
pembuktiannya tetap bergantung pada pemenuhan aspek autentikasi, integritas, dan keandalan sistem
elektronik yang digunakan dalam pembentukannya. Ketidakselarasan antara norma hukum acara
perdata konvensional dan regulasi digital menunjukkan adanya disharmoni struktural yang berdampak
pada inkonsistensi penilaian hakim dalam praktik pembuktian perkara wanprestasi, sehingga
memerlukan reinterpretasi terhadap konsep alat bukti tulisan secara fungsional. Analisis berbasis
pendekatan sistematis dan teleologis menegaskan bahwa prinsip kesetaraan fungsional dapat dijadikan
landasan untuk mengintegrasikan paradigma pembuktian tradisional dan elektronik dalam satu
kerangka hukum yang koheren. Rekonstruksi normatif yang menggabungkan ketentuan perundang-
undangan, doktrin hukum, serta praktik yudisial menghasilkan model harmonisasi yang mampu
menjamin kepastian hukum sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan
demikian, penguatan regulasi, standardisasi prosedur pembuktian, serta konsistensi interpretasi yudisial
menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pembuktian elektronik yang efektif, adil, dan
responsif terhadap dinamika transaksi modern.
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